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bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal I ayat (2) dan ayat (3) Pcra(Lrran

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang l'ata Cara

Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, kegiatan

penyimpanan sementara limbah 83 dan pengumpulan limbah 83 skala

kabupater/kota wajib memiliki izin dari Bupati/Walikota;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pdsal 22 Peraturan

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tenlang Tata Laksana

Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pcnccmaran Limbah Bahan tserbaiaya dan

Bemcun oleh Pcme ntah Daerah, Bupati/Walikota berwenang menerbitkan

izin penyimpanan sementara limbah 83 dan pengumpulan limbah Bl skala

kabupaterl/kota dan berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan

limbah 83 dar pemulihan akibat penccmaran limbah 83 skala kabupatcn/kota;

bahwa sesuai Nota Dinas dari Kcpala Kantor Lingkungan llidup Nomor

660.1/640/418.69/2011 tanggal 14 Maret 20ll perihal Rencana Tindak L:rniut

Undang-Undang Nomor 32'l-ahun 2009 tcntang l)crlindungan dan Pcngclolaan

Lingkungan Hidup dan Bedta Acara Nomor 660.1/14471418.69/2011 tanggal

30 Mei 20ll tentang Tata Cara Izin Penyimpanan Sementara dan lzin

Pcngumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83) di Kabupaten Kediri,

maka perlu men)usun Peraturan Bupati tentang Tata Cara lzin Penyimpanan

Sementam dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (83) di

b.

c.

Kabupaten Kediri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b

dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Tata Cara Izin

Penyimpanan Sementara dan Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan

Ueracun ( Bl ) di Kabupaten Kcdiri.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentaog pembentukan Daerah_daerah
Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undtulg Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara llepublik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tarnbalan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan I)aerah ,cmbar
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan l-embaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah bebempa kali diubah
terakhir dengar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200g (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

2.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 teritang perlindungan dan pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambaha, Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5063);

5 undang-Undang Nomor 12 rahun 20r I tentang pembentukan l,craturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 20r r Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Pemturan Pemerintah Nomor lg Tahun 1999 tentang pengelolaan Limbah Bahan
Be6ahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Irdonesia Tahtm 1999
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor j815)
sebagaimana terah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor g5 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, .l_ambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
7. Peraturan pemerintah Nomor 27 Ta}un 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 383g);

8. Peratuan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman, pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembamn Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2007 tentang pembagian Urusan
Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah provinsi. dan
I)emerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
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10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor ll Tahun 2006 tentang

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Waj ib dilengkapi dengan Analisis Mengcnai

Dampak Lingkungan;

I l. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor I 8 Tahun 2009 tentang Tata

Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata

Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dao

Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat pencemaran Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daemh;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201I tentang pembentukan

Bentu( Produk Hukum Daerah;

14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2O0l tentanS

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Daerah:

15. Keputusal Mente Negan Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tenlang

Pedoman Umum Pengawasan Lingkungan llidup bagi pejabat pengawas;

16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 2002 tentang

Tata Keda Pejabar Pengawas Lingkungan IIidup di provinsi/ Kabupaten/Kola;

17. Peratwar Daerah Kabupaten Kediri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi
' dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA IZIN PENYIMPANAN
SEMENTARA DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAI{AN BERBAHAYA
DAN BERACUN ( 83 ) DI KABUPATEN KTDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Perutuan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kabupaten Kedid.

2. Pemed ah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Kepala Kantor Lingkungan Hidup adalah Kepala Kantor Lingkungan llidup

Kabupaten Kediri.

5. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah 83

adalah sisa suatu usaha dal/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya

dar/atau beracun yairg karena sifat dar/atau konsentasinya dar/atau jumlahnya,



6.

4

baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dar/atau

merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup,

kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Peryimpanai limbah 83 adalah kegiatan menyimpan limbah 83 yang dilakukan

olch penghasil, pengumpul, pcmanlaat, pcngolah dan/atau penimbun limbah 83

dengan maksud menyimpan sementara.

Pengumpulan limbah 83 adalah kegiatan mengumpulkan limbah 83 dari

pcnghasil limbah I}3 dengan maksud menyimpan sementam sebelum diserahkan

kepada pemanfaat, pengolah, dar/atau penimbun limbah 83.

Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten adalah kegiatan mengunpulkan limbah

Il3 dari penghasil limbah Il3 yang sumbcrnya bcrada dalam 1 (salu) kabupalcn.

Pemulihan akibat pencemiuar limbah 83 adalah rangkaian kegiatan pelaksaraan

pembersihan dan/atau pemulihan kr.ralitas lingkungan yang tercemar limbah 83

sehingga sesuai dengan peruntukannya.

Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan

izin usaha dan/atau kegiatan.

7.

8.

9.

10.

a
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peratuan Bupati ini meliputi:

a. perizinan yang meliputi:

f. izin penlmpanan sementara limbah 83; dan

2. izin pengumpulan limbah 83 skala kabupateq kecuali minyak pelumas/olie

bekas;

b. pengawasan p€laksanaan pengelolaan limbah 83 dan pemulihan akibat

pencemaran limbah 83.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 3

(l) Setiap Badan Usaha yang akan melakukan penyimpanan sementara limbah IIJ

dan pengumpulan limbah 83 wajib memiliki izin.

(2) Izin sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalarn bentuk Keputusao

Bupati.

Pasal 4

(l) Badan usatu yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan-/atau

pengumpulan limbah 83 wajib mengajukan pernohonan izin kepada Bupati

melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup.
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(2) Pcrmohonan izin sebagaimana dimaksud padB ayat (l) diajukan olch pcmohon

bermaterai cukup, diketahui Kepala Desa./Keluaha[ dan Camat setempat dengan

mengisi formulir permohonan izin serta melampirkan persyaratan administrasi

dan teknis sebagai berikut:

a. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pemohon tidak hadir sendiri;

b. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dar/atau perubahannya;

d. foto copy surat bukti kepemilikar/penguasaar tanah;

e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan;

f foto coPY Izin Gangguan;

g. foto coPY SIUP;

h. foto copy Tanda Daftar Gudang;

i. foto copy persetujuan AMDALruKL-UPL;

j. foto coPY NPWP;

k. keterangan tentang lokasi (nama tempauletalJluas,titik koordinal);

l. jenis-jenis limbah yang akan dikelola;

m. jumlah limbah 83 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola;

n. kamkteristik perjenis limbah B yang akan dikelola;

o. tata letak penempatan limbah 83 di tempat penyimpanan sementam;

p. desain konstruksi tempat penyimpanan;

q. lay out kegiatan;

r. uaian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan

titik akhir perjalanan limbah);

s. surat kesepakatan anta& pengwnpul dan pengolah/pemanfaaVpenimbun

limbah;

^. 
t. uaian tentang pengelolaan pasca pengumpulan;

u. perlengkapan sistem tanggap darurat;

v. tata letak saluran drainase;

w. lingkup area pengumpulan.

(3) Formulir permohonan izin serta pcrsyaratan administrasi dan teknis sebagainlana

dimaksud pada ayat (2) sebagaima.na tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran

II Peratuan Bupati ini.

Pasal 5

Kcgiatan pcngumpulan limbah 83 hanya diperbolehkan apabila:

a. jenis limbah 83 tersebut dapat dimanfaatkan; dan/atau

b. badan usaha pengumpul limbah 83 telah memiliki kontrak kerjasama dengan

pihak pemanfaat, pengolah, darlatau penimbun limbah 83 yang telah memiliki

izin.
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Pasal 6

Badan usaha yang kegiatarl utananya berupa pengumpulan limbah 83 wajib

memiliki:

a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah 83 di lokasi kegiatan pengumpulan

limbah 83; dan

b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dar pengclolaan limbah 83.

Pasal 7

(l) Proses penyelesaian keputusan izin scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dilakukan melalui tahapan:

a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan pcnyaratan administrasi

yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);

b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyamtan ynng diajukan

oleh pemohon sebagaimana dimerksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan kondisi

nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi

perizinan dan dilengkapi dengan Berita Acara;

c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis dimuat dalam izin yang akan

diterbirkan; dafl

d. keputusan permohonan izin oleh Bupati.

(2) Acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
hurufb sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Keputusan pemohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf

d dapat berupa pcnerbitan atau penolakan.

(2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin tempat penyimpanan sementara dar/atau

pengumpulan limbah B3 m€meDuhi peNyaratan administrasi dan teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 9

(1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan paling lama 45

(empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak ditcrimanya surat permohonan tzin

secara lengkap.

(2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum lengkap

atau belum memenuhi persyaratan, surat pernohonan izin dikembalikan kepada

Pemohon.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak

mengeluarkar/menerbitkan keputusan permohonan izin, maka permohonan izin

dianggap disetujui.



Pasal 10

(l) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi

permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah

permohonan izin dan dokumen administasi diterima.

(2) Bupati wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada

pemohon paling lama 7 (tujuh) hari keria setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal I I

(l) Keputusan Bupati berupa penerbitan izin paling sedikit memuat:

a. identitas badan usala yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha,

nama Penanggung jawab kegiatan;

b. sumber limbah 83;

c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah 83;

d. jenis dan kamkteristik limbah 83;

e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:

1. mematuhijenis limbah 83 yang disimpan/dikumpulkan;

2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah Ill
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. mengikuti persyaratan penyimpanan dar/atau pengumpulan sesuai

denganjenis dan karakteristik limbah 83;

4. mencegah terjadinya turnpahan/ceceral limbah 83;

5. mencatat neraca limbah B3;

6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dadatau pengumpulan limbah 83;

dan

7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dai,/atau

pengumpulan limbah 83.

f. sistem p€ngawasali dan

g. masa berlaku izin.

(2) Pencatatan neraca limbah 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurufe angka

5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lainpiran IV

Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l ):

a. dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administasi

dar/atau teknis sebagaimana dimaksud datam Pasal 7; dan

b. diterbitkan dalarn bentuk Surat Bupati dengan disertai alasan penolakan.
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Pasal 13

(l) Izin penyimpanan danlatau pengumpulan limbah Bl berlaku selama 5 (lima)

tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan

kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin

berakhir.

(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
menggunakan formulir sebagaimana tercattum dalam Lampimn V peraturan

Bupati ini.

(4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7.

Pasal 14

Apabila tedadi perubahan &rhadap jenis, karakteristik, danlatau cara penyimpzuun

danlpengumpulan limbah 83, pemohon wajib mengajukan pemohonan izin baru.

Pasal 1.5

(l) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah 83 berakhir apabila:

a. telah habis masa berlaku izin; atau

b. dicabut oleh Bupati

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila

ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam

keputusan pembe an izin.

(3) Pencabutan izir sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu

diberikan surat peringatan b€rturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua)

bulan.

Pasal 16

(l) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang

terdiri atas ketua tim dan paling sedikit I (satu) orcng anggota tim.

(2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengaw,as

Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memeruhi persyaratan:

a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah 83; dan/atau

b. telah bekeda paling sedikt 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan

hidup.

(3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) harus memenuhi persyaratan:

a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dar/atau

b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan

hidup.
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(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 a)'at (l) dibentuk oleh Kepala

Kanto. Lingkungan Hidup.

(2) Tim s€bagaimana dirynksud dalam pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat

penugasan.

(3) Surat penugasan sebagaimana dima.ksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala

Kantor Lingkungan Hidup.

BAB III

PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH 83 DAN PEMULIHAN

AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH 83

Pasal 18

Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dan

pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten.

Pasal 19

(l) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan timbah 83 dan

pelaksanaan pemulihan akibat pencemann limbah 83 dilakukan oleh tim
pengawas.

(2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tediri atas ketua tim dan

paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.

(3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) haxus Pejabat Pe[gawas

Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:

a. telah mengikuti pelatihan pergelolaan limbah 83; dan/atau

b. telah bekeda paling sedikit 2 (dua) tahur di bidang pengelolaan lingkungan

hidup.

(4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi pcrcyaratan:

a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah 83; danlatau

b. telah bekerja paling sedikit J (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan

hidup.

Pasal 20

(l) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (l) dibentuk oleh

Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

(2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dalam melaksanakan

tugasnya wajib dilengkapi dengan suat tugas.
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(3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Kanror

Lingkungan Hidup.

Pasal2l

PPLHD Kabupaten dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah 83
sebagaimana tetcantum dalam Lampiran VI dan tata laksana pengawasan pelaksanaao

pemulihan akibat pencemaran limbah 83 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
Peratuan Bupati ini.

. Pasal22

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam pasal l9 ayat (3) berwenang:

a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan,pengolahan

dan penimbunarL timbah 83 dan areat tingkungan tercemar timbah 83;
b. mengambil contoh limbah 83, dokumen administrasi limbah 83, dan contoh

lainnya;

c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah

83 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah 83;
d. melakukan pemohetan; dan

e. memeriksa dan mcmbuat status penaatan badan usaha terhadap perizindn

pengelolaan limbah 83.

BAB IV

PEMBIAYAAN

pasal 23

Biaya permohonan izin dan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4

dibebankan kepada pemohon izin atau rekomendasi.

Pasal 24

Biaya penyelenggaraun pengawasan scbagaima.nn dimcksud datam pasal 19 ayat (l)
dibebankan kepada Anggalan Pendapatan dan Belanja Daerah.
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BAB V

PENU'I'UP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Diaas Kepa]a Kantor Lingkungan

Hidup tanggal 14 Maret 20ll Nomor 660.1/640/418.69/2011 perihal Rencana l'indak

Lanjut Undang-Undang Nonlor 32 Tahun 2009 tentang Pcrlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Berita Acara Nomor 660.1/14471418.69/2011 langgal 30 Mei

20ll tentang Tata Cara Izin Penyimpanan Sernentara dan lzin Pengumpulan Limbah

Bahan Berbahaya dan Bemcun (B3) di Kabupaten Kediri, serta mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 16 12 2011

BUPAI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 16 12- 20ll
.^ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHLIN 201 1 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n.SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

Hukum

SE,.MM
Tingkat I

NtP. 1967037t 199003 I 008

--\--- -



LAMPIRAN I : PLILATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR :38 TAHUN 2011
TANGGAL :16 12- 2011

FORMULIR PERMOHONAN

IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH 83

Nomor I

Larnpiran :

Pe hal .

Kepada

Yth. Bupati Kediri

melalui Kantor [,ingkungan Hidup Kab. Kediri

di-

Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pcnyimpanan dan/atau pengumpulan+ limbah dengan

data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon

1. Nama Pemohon

2. Alamat

3. Nomor Telp/Fax (.......)..

4. Alamat e-mail

B. Ketcrangan tentang perusahaan

t. Nirma Perusahaan

2. Alamat

.. Kode Pos : (.. )
3. Nomor Tclp/Fax I ) /( )

1. Jenis Usaha

5. Nomor/ Tanggal Akte
Pendirian**

6. NPWP

Jcnis izin J- Nu P..re-auJu; / trin
'7. Izin-izin yang diperoleh I. AMDAL/UKL/TJPI-

2.
3.
4.
5.

6.
'7.

IMB
lzin Lokasi
SIUP
HO
TDG



2

C. L:rmpirzLn permohonan izin

No DATA MINIMAL YANG HARIIS DII-AMPIRKAN PY PK KETERANGAN

I Keterangan tentang lokasi (nama temparletak, luas, titik
koordinat)

2. Jenis-ienis limbah yane akan dikelola

3. Jumlah Iimbah 83 (untuk perienis limbah) yanc akan dikelola

4. Karakteristik per ienis limbah 83 vang akan dikelola

5. Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan

semenl.ara

6. Desain konstruksi temDat DenyimDanai

7. Ldy out kepiatai
8. Uraial teltang proses pengumpulan dan peryindahan limbah

(asal limbah dan titik ak}lir perialanan limbah)

9. Surat kesepakatan antara pengumpul dan

pengolah/pemanfaat/penimbun limbah

10. Unian tentang pengelolaal pasca pengumpul'an

11. Perlengkapan sistem ta.nggap darurat

12. Tata letak saluran drainase

I3. Lingkup area kegiatan pengumDulan ***
C^tAt^n:

L Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah
83 yang ada.

2. PY : Kegiatan penyimpanan; PK: Kegiatan pengurnpularU
3. * = Sesuai pengajuan izin
4 * * = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah 83 kecuali untuk kegiatan

penyimpanan
5. *** = untuk menjelaskan lokasi limbah 83 yang akan dikumpulkan

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

Meterai

(......................... ......................)

Diketahui;

CAMAT SETEMPAT KEPALA DESA/KELURAHAN
SETEMPA'I'

BUPATI KEDIRI,

Salitran sesuai dengan aslinya
a.n.SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

ttd

HARYANTI SUTRISNOu.b.

NrP. 19670371 199003 1 008



LAMPILAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR : 38 TAHLN 2OI]

lANccA __i_l_6= 2_2011

PERSYARA.TAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN DAN/ATATJ

PENYIMPANAN LIMBAH 83

I. PERSYARATANADMINISTMSI

Lembar daflar kelengkapan administrasi izin Penyimpanan darratau pengumpulan Limbah 83.

Nama I'ertrsahaan :. - . - . .

No
DATA

Hasil

Pengecekan

Ketcrangan

Ada 'l idak

l. Keterangan 'l entang Permohonan

Pemohon

1) Nama Pemohon/Kuasa

2) Alamat

3) Nomor Telp/Fax

Perusahaan

1) Nama Pemohon/Kuasa

2) Alarnat Kegiatan

3) Nomor Telp/Fax

4) Bidang Usaha

s) NPWP

6) SrUP

b.

2. Keterangan Tentang Lokasi

a. Luas

b. Letak

c. Titik Koordinat

Keterangan Pengelolaan Limbah 83

a. Spesifikasi tempat penyimpanan

b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang

akan disimpan

c. Uraian proses produksi

d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan

cmisi

e. Perlengkapan sistem tanggap darurat



No
DATA

flasil

Pengecekan

Kctcrangan

Ada Tidak

I Peta lokasi tempat kegiatan (lq out dai

desain TPS)

g. Uraian tentang cara penanganan limbah

(kemasan, penyusunan/penataan)

h. Uraian tentang tindak lanjut

penyimpanan/pengumpulan limbah 83

i. Lingkup area kegiatan pengumpulan

4. Kelengkapan Dokumen

a.

b.

c.

d.

e.

f.

h.

Akte pendirian perusahaan

lzin lokasi

lzin Mendidkan Barguun

Izin HO

lzin TDG

Persetujuar AmdaL{JKL & UPL

SruP

Catatan:

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. LOKASI TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH 83

Lokasi wrtuk penyimpanan limbah 83 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga

meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitamya antara lain:

l. Ietak lokasi TPS berada di area kawasan kcgiatan;

2. merupakan daerah bebas banjir;

3. letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah

terkontaminasi dar/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan

dengan fasilitas wnum.

I

l

,,.,..]

.I



tL t.oKAsr t'tiMt,A I' t,tiN(illMt,l lt.AN l,tM Al l Dl

l,okusi lcD)prl pcrrgurt)puhn linrhrh ll:] lliltrs rnontcnlllti pclsyirillirr lcInis luttiu'it lilill:

ru:ug dacruh sctcmpal.

2. Joruk dcngon sungni (rrrcrlgrlir scpnnjirng trllun) ri iIrrl 50 rrclc:r-

l. Lokasi bebas dari banjir.

4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat

pelayanan kesehataq hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100

meter.

5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang terlinggi uir

laut, kolarn, rawa, mata air, sumur penduduk.

6. Jarak lokasi dengan fasilitas daeiah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan

suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

l. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah 83 harus

memenuhi persyaratan teknis antara lain:

a) memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis,

karakteristik dan jumlah limbah 83 yang disimpan.

b) bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah rerbakar, dan memiliki ventilasi udara

yang memadai.

c) terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.

d) memiliki sistem penerangan (lampu-/cahaya matahad) yang memadai.

e) lantai harus kedap air, tidak bergelombaig, kuat dan tidak retak.

0 mempunyai dinding dad bahan yang tidak mudah terbakar.

g) bangunan dilengkapi dengan simbol.

h) dilengkapi dengan penangkal petirjika dipcrlukan.

i) Bila tempat p€nyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah 83 yang mudah

terbakar maka bangunan tempat penyimpanan Iimbah Il3 harus:

i. tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api

ii. lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas

j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpanan limbah 83 yang mudah

meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah 83 harus:

i. kontruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan rirhan

ledakar dan kedap air. konti.tksi laDtai dan dinding harus lebih kuat dari kontruksi

atap, sehiqga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah ke aras (tidak

kesamping).



4
ii. suhu dalam ruangan harus dapat dikcndalikan tetap dalam kondisi normal.

k) Ilila lcnrpal pcoyintl)nltan yrnB (liBlrnukrn unluk r)rcnyinrlnrn liltbnlt lt3 yiltg nrrtlllr
rc.klil: korosil'dll,r bcfircrllr rrrirkir hurrllrrrlrrr lc tl) l pcllyi tPIrnrn lillrhrlr ltl hirnrs:

i. liontrrksi dirrdirrg honrs dihunl nttl(llh lcplts. tlrtna ntunrudahkan pcngtntanan lirnhah

I|11 rIrlrurr kcutlrurr rlrlrrlt.
ii. konlruksi rlxn. (!irxling (l:'n Ionlrii l)ri'r's tlh:rn lrrhr(l:'p Ionrsi rlrrr rrpi.

l) darr hal-hal hin ynnS pcrlu dipcrtinrhangkirn udulrrh:

i. Jiku yang disimpan 1007o limbah li3 bcrupa lasa cair, maka tempal prnlinlnan

mcmcrlukan bak pcnampung (untuk mcnampung .jika tcriadi bocor/lump han)

dcngiur volumc minintal 1107" dari volumc kcmasan tcrbcslr yang uda. tlntuk

menentukan volume bak penampung lihltl contr)h perhitunltan dibawah ini:

(i)ntoh llcrhitungiln

f)crhitunsa untuk ntc gol:rlllli volLrtrc ninirul ilri
bak penampunS (tJntuk pcnyimpanan limhah dengan I00oZ

las cair)

Cont()h Kasus I :

Jika disirnpun liDbuh cuir yang tcrdiri d.rri oli bckas da solvcr)t kudalurrs|, )ritu
kemasar oli bekas dalam bentuk drum dari logam diamcter 60 cm. tinSgi ll0 cm

scdtmgk rr solvcnt kadnhrarsa dikc rns dalarrr tlruur pl stik dcllSan ukurnn v lrirsr

yaitu drum Adiamctcr40ctn tinlagi 50om;drunll 30cmtingSi 65cm.

l)ari contoh kasus di alas mala bcrupa sclayaknya volumc minimal dari buk

penampung:

Jawab:

Kilr bur inglro dnri uliulrn-uLrrrr" kc,rnsiur yllS lda ylilr' :

I) I)rumOli Bekss . ll (r'),r,,,,",r,.r** l,r,u*ur,r,.*,.

t. t4 * (0.1)? * 0.r{

0.2] nr

2) l)runr plustik li0cA l l (")r,,r,., r,r,*,,r^,,r,,,r " r,r,,, r,r^L,rr|*^

- 3.t,1 * (0.2)'? * 0,5

: 0.0(r mr

3) Drum plastik l'ipc ll = I I (l)r)di, , rr"(,k r,nc t * lrrm prNik ripc l
:1,14+(0'15)r r0,65

.. 0.05 ml



l)ltri kctiSlt l)cr'lritlrrrllrxr (li rlrN rxrhr vr)lunr(. lrrli l)rrxrllnnrg yrrrrg,lirrl,l,il rrrlrrlrri

volurlc lrul lrcrurrrrprrlg lrrl)cilr rIrLrlr lrrrl irri 0.;? t rrrl

ii. lokasi bak pqnafipungan scbaiknya bcrada didalanl tcmpat pcnyinrpunan rlarr .jika
buk ponnmpung bcrr(It dilrl1ir tcll)prt pcnyimpnnrln. n)itkli:

. bak pcnampung harus dalam kcadaan tcrtutup;

. ba-k ponarrpung harus dibu.rt kcdap air;

. saluran dari lokasi tumpahan drlanl tcmpat penyimpanan mcnuiu b:lk

penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan

kcmiringan minimal l(% mcnuju hak pcn:rnrpung.

iii. Penyimpanan limbah Il3 l'asa cair yang mudah menguap dalam kcmasan, harus

menyisakan ruang l07o dari total volume kemasan:

. Jiku yung disinllru hcrul)it lirsr l)adnt. lrrakr :

/ tcmpat pcnyimpanan tidak mcmcrlukan bak pcnampung.

/ lonliri lcnrFrt pcnyitrprnrrr lidrk perlrr rxlrr kcrrririrrgirrr.

nr) Jika yang disimpm limbdh ts3 yang memiliki sillal seU comburlio4 pcrlu dipertinrbangkan

unlul mongrrangi konlak langsrrng dcngan oksigcn.

n) Jika limbah It3 yang disimpan bcrupa lasa padat dimana kandungan zrir masih

mcmungkin r terjadi rcmbesan atau ccocran (misal sludge lpAl_), maka :

i. tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung

discsuaikan dcngan pcrkiraan volunrc ccccran_

ii. bak pcnampung harus dibuat kedap air.

iii. kcrrririnBln Lurtli n)irinlrl l,Z, rrrcrrrrirr salrnrrrr b:rk lrcrrrrrrrlurrE
o) .likrr yrurg disir)rl)II hcflrpu li rl)rrtr IJ.t (lcr,Br,,r kn,lrktcrisliti l:cIbctlo, rrlakrr :

i. pcrlrr rr(lrr hrrlrrs pcnrivrh rnl:r(r sclirl jcnis lirrrl:rrh yrrrrg hcr.l,(:(l:' kflfl'klcrislik.

ii. ntcnlcrlukan llrk pctrarnpung dcngln volunlc y:utg (liscsuaikan.

iii. bak pcnaunpung harus dibuat kcdap air.

- iv. licrrririrrtrlrrrr lrrrrrrri rrrirrirr:rl t,Zr rrrcnplrrrrrlr Lr.srrlrrrrrrr l,rrk trcrrrrrrrPrrny

p) Jika bangunan tempat pcnyimpanan berada lcbih ringgi dari bangunan sckitarnya. maka
(lil)crllrkrn pcrxllgkrl pctir:

q) I rr.rs uICr tcllll)ill Ir )i rI ||JD:

l,uas rrca lcrnpnl pcnyinlpanun discsuirikitn dcnllan _iulllxlt linrhah yarrg

dihasilkan/dikumpulkan dcngnn mcmpcrtimbimgkan w.*tu maksimul pcnyimpa{rn
selama 90 hari.

2. Jika mcnyimpan dalam jumlzrh yang bcsar pcr satuan waltu tertcntLr scpcrti lly ash, bottom

ash, niokel slag, iron slag, sludgc oil, drilling cutting mala tempat penyimpanan dapat

didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memcnuhi scpcnuhnya pcrsyamtan yang ditctapkan
pada hutir I (satu) di atas.

.1. Iempar penyimpanan limbah 83 dapar heruna lanki atau silo.



D. PENGEMASAN 6

l. Ilu pengcrlusiur

a. mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukari ;.reia _ i i,:nguj ian laboratorium;

b. bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan

karaktedstik limbah yarg akan dikemas.

2. Pcrsyaratarn Umum Pcngemixian

a. kemasan limbah 83 harus daram kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta

kebocoran;

b. bentuk ukuran da"n bahan kemasan limbah 83 discsuaikan dengiur karakteristik limbah 83 yang

akan dikemas dengan mempertimbangkan segi kcamanan tjan kcmudahan dalarn

peruuganannya;

c. kemasan dapat terbuat dari bak kontaincr atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun

hodzontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastik
(HDPE, PP, atau PVC ) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan

tidak bereaksi dengan limbah 83 yang disimpan;

- d. Limbah 83 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalarn

satu kemasan; (lihat lampilan 2. Tabel Kesesuaian)

e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama penyimpanan, jumlah pengisian limbah

dalam kemasan harus mempertimbangka[ kcmungkinan tedadinya pengembangan volume

limbah, pembentukan gas atau tedadinya kenaikan tekanan;

i Jika kemasan limbah 83 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya rerjadi pengkaratan

atau terjadi kerusakan pemalen) atau jika mulai bocor, limbah 83 tersebut harus dipindahkan

ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah 83;
g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus dibcri penandaan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dar disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi

penyimpanan dan pengumpr.rlan limbah 83 :

-- l) Simbol yang diPasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah

yang dikemas.

2) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah 83 harus mempunyai ukuran minimurn adalah

l0 cm x l0 cm atau lebih besar.

3) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah 83 harus terbuat dari bahan yang tahan

terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya dan harus melekat kuat

pada pemukaan kemasan.

4) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah 83 harus dipasang pada sisi - sisi kemasan

yang tidak terhalang oleh kemasan Iain dan mudah terlihat.

5) Simbol yang dipasang pada kemasan limbah 83 tidak boleh rerlepas, ataLr dilepas dan

diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa

limbah 83.



j.

l.

,7

t'y' Sinrbol yang dipasang pada kcnlcsan linrbah ll3 yaug kcnrusanyu tclah dibcrsihkm tlan

akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah 83 harus diberi tabel "KOSONG"

7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi wrtuk memberikan informasi

dasar mengenai kualitatifdan kuantitaifdari suatu limbah 83 yang dikemas

Limbah 83 yang berupa padatan dapat disimpan di dalam kemasan jumbo bag, drum, karung

atau disimpan tanpa kemasan (curah);

Setiap kemasan wajib diberikan simbol dan label sesuai dengan karalteristik limbah yang

disimpan;

Setiap limbah 83 yang disimpan dalam kemasan karung,.jumbo bag atau drum dialasi dengan

palet.

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai deogan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAXRAH
Asisten Administasi Umum

Tinglat I



LAMPIRAN III : PDRATIJI{AN I]UPATI KEDIRI
NOMOR :38 TAHUN 2011

J1\,QCir,, : 16- i2-2oll

ACUAN KEzuA LAPOI'A,N VERII'IKASI

PTJRIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PDNCUMPULAN LIMBAH 83

L Pendahuluan

A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kcgiatan, Jenis Limbah Yang dihasilkan)

B. Izin Yang Dimohon

II. Dasar Hukum Pelaksanaan

A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan

B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan

C. Ketentuao Pcrundangan Lingkungan Hidup

- III. Tim Ve fikasi

A. Data Ketua Tim (Nama, No PPLHD, NIP, jabatan)

B. Data Anggota Tim (f{am4 No PPLHD, NIP)

( . Walru Pelaksanaan Verifikasi

lV. Eksistensi Pelaksanaan

A. Spesifikasi Bangunan/Pengelolaan/Peralatan Yarg Dipergunakan (Kondisi existing)

B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola

C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan

D. Rencana Pengelolaan Selanjutnya

E. Peralatan Pencegahan/Pendeteksian Pencemaran

F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat

G. Komparasi antara jumlah limbah terproduksi dengan kapasitas penyimpanan dal lama masa

penyimpanan sementara (khususnya untuk penyimpanan dan penimbunan)

V. Pendekatan Teknologi () khususnya untuk pengolahan, pemanfataan, Pcngumpulan)

Vl. Keadaan Negam Lain ( ) sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pcmanfaatan)

VII. Rekomendasi (yang diberikan oleh Tim Teknis, dapat diproses Menjadi SK,Ditolak, karena

...........................(Harus bisa menjawab Mengapa, Dimana Siap4 Kapan dan Bagaimana)

Vlll. Kesimpulan

A. Verifikasi Administrasi

B. Verifikasi Teknis

C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu

I



D. Lampiran

l. Photo-photo

2. Posisi Koordinat

3. Iledta Acara

a. Form Berita Acara

b. Notulensi Verifikasi I-apangan

c. Agenda kegiatan Lapangan

4. Rekomendasi

5. Draft SK Perizinan

2.



ACUAN KERJA VERIFIKASI

PENCT]MPULAN LIMBAH 83

LAPANGAN IZIN PDNYIMPAT"NAN
3

SEMENTAITA DAN

TanSgal

CTIEKIIST VERIFIKASI LAPANCAN

OBYEK

PEMERIKSAAN

LINCKUP

PEMERIKSAAN

oBsllrv^st KETEI{ANOAN

TIDAI(

I

lzin

b. Targgal Pensajuan

lzin

I r-yi.ra"-

! e-s,.p,ra,

l PrcdiksiLBl yg dihasilkan per

d. DllGcbulke)

3

Pcnghasill.lll

leris LB3 AlnNal Pergh&siL l-B3

I

2.



b. I)jnding b gunan

Bahan dindinS:

Tinggidinding: E.
Banan kedap air: E

Kemiringanldrai: EI

I

Bal penampune cece6

LA3 cair

f] renuruo

I r;aal renutuo

Letak bak pmampung:

Salum cecenn LA3 cair:

tr
'l'idar

e. Sistem penerang



5

c Si,nholl.l]3 di luar

[-Ad, ] l rfril

i JMk dai li$ud sepcrri

RS. pa.ar, sekolan,

pmuldfre, dll(untuk

lempal pengumpulo)
t l- Ke,eranss: ...............

g. Titik Koordinar letak

5

b. Penatan kem:r-san L-lll

c. SOP penyimpao

Kelerbga : ............-..-

d. SOP langgap darural

e. R€ncana p.n8elolen L'

83 selanjutnya

I Pemis.hadpdisi L-Bl

eu"l f-rlio"r I x*"m.g ,

Ada I I ridak I KeleiDsan:

i. Lo8book
^da I L ridur Kcrqmsd:

CA IAIAN ORSCRVASVSARAN TINOAKT

IlLlPAl l KhDll{1.

ttd

HARYANTI SUTRISNO
Salinan sesuai dengan aslinya
a.n.SEKRETAzuS DAERAH
Asisten Administrasi Umum

'I'ingkat I
371 199003 1 008



LAMPIRAN IV: PERATUMN BUPATI KEDIRI

NUMOR I 38 TAHUN 2011

IANGGAL-.1!i- 12 201I

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACIIN

Nama Perusahaan

Bidang usaha

Periodc waktu

CA I'ATAN :

I



RES]DU * c (+)..................roN

JUMLAII I-IMI]AH YANC

BEt.UM TF]RKILOLA**

D (+)... .-,TON

TOTAL JUMLAH LIMBAH

YANC TERSISA

(C+D) .. toN

KINERJA

PENC EI.OLAAN

LB3 SELAMA PERIODE

SKALA WAKTU

PENAATAN

{[A{C+D,/A} * t00./.} =..................o/o.

KETERANGAN:

t RESIDU adalahjumlah limbah tenisa dari proses perlakuan sepertiabu inseoemtor, bonom ash dan atau fly ash dari

p€manfaatan sludge oil di boiler, residu da.i penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dlt
*+ JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah Iimbah yang disjmpan melebih; skata waktu penaatan.

Data-data tersebut di atas diisi dengan sebenar benamya sesuai denga-n kondisi yang ada.

Kediri

Nlengetahui,

(Pihak Perusahaan)

BLTPAII KLDIRI,

trd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengnn aslinya
A.N.SEKRETARIS DAERAII
Asisten Administrasi Umum

u.b.

Tingkat I
70371 199003 I 008



LAMl'>lltAN V : Plil{,4l UI{AN IJUPAI l KIDII{I

NOMOR :38 TAHUN 2011

t_.lrGG \i : 16 1e=AL

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN

LIMBAH 83*

Nomor : Kepada

Yth: tlupati Kediri

Perihal : Perpanjangan izin Penyimpanan melalui Kantor Lingkungan Hidup

dar/atau Pengumpulan Limbah di-

83*

Lampiran :

Tcmpat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan darl/atau pengumpulan limbah 83 dengan

data-data sebagai bedkut:

A. Keterangan tentang pcmohon

1. N:una Pemohon

2. Alamat

Kode Pos : ( .)

3. Nomor Telp/Fax (.......). ../(.......).

4. Alamal e mail

B. Keterangan tentang perusahaan

1 Nama Perusahaan

2. Alamat

Kode Pos (. .)

3. Nomor Tclp,4ax (.........)..

4. Jenis Usaha

5. No / Tanggal Akte

Pendiriaq

6. No Persctui uan Prinsip

'/. NPWP

1



Jenis izin No Persetujuan / lzin

t.

2.

3.

4.

AMDAL

IMB

Izin Lokasi

Narna, tarda tangan pemohon, dan stempel perusahaan

Meterai

(.....................,..................................)

Diketahui

KEPALA DESA/
KELURAHAN SETEMPAT

CAMAT SETEMPAT

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n.SEKRETARIS DAERAH
Asistcn Administmsi ljmum

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Izin-izin yang diperoleh

C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah 83 yang diaiukan

Penyimpanan?engumpulan

Tanggal Habis Masa

Berlaku Izin Sebelumnya

Kelengkapan dokumen

terlampir:

l. Fotocopy izin sebelurnnya

2. Laporan neraca limbah 83 periode 4 waktu pentaatan terakhir

3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut:

a. jenis, karakteristik, jurnlah limbah 83 yang

disimpar/dikumpulkan

b. lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan

c. desain tempatpenyimpaDall,/perlgumpulan

d. fotocopy kont ak kerja dengan pihak ke III yang telah

mendapatkan izin
(*) Coret yang tidak perlu

u.b.

NIP. 19670371 t99003 I 008



PENDAHULUAN

A. Latar Bela-kang

Untuk mengetahui tingkat penaatan suatu usaha

peraturan perundang-undangan maupun perizinan di

LAMPTITAN VI : PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR :38 TAHUN 201I

TANGGAL :16 12 20l l

dar/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam

bidang pengelolaan limbah 83, perlu dilakukan

TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGELOI-AAN LIMBAH B3

I.

kegiatan pengawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peratuan ini identik dengan kegiatan inspeksi atau pemantauan

pcngelolaan limbah 83 yang selarna ini telah dilakukan oleh tnstansi lingkungan hidup Kabupaten

Guna memberikan acuan bagi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam menjalankan

tugas pengawasan, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3.

B. Tujuan

Pengawasan pengelolaan limbah 83 beftujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menelapkan

status penaatran penangguag jawab usala dan/atau kegiatan terhadap:

l. Kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan limbah

83.

2. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pcmantauan limbah 83 sebagaimana tcrcantum

dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

3. Kewajiban untuk melakukan pengelolaan limbah 83 sebagaimana tercantum dalam dokumen

perizinan.

C. Sasaran

Mcndapatkan data dan informasi secara umum b€rupa firkta-fakta yang menggambarkan kincria atau

status penaatal suatu usaha dar/atau kegiatan terhadap pcraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan limbah f}3 serta perizinan terkait.

II. TATA LAKSANA PENGAWASAN PENGET,OLAAN LIMI]AI I 83

Pengawasan pengelolaan limbah 83 dapat dilakukan:

a. pengawasan langsung; dan

b. pengawasan tidak langsung.



A. Pengawasan langsung

Dilakukan oleh pejabat pengawas langsung ke lokasr ,rsaha ,j,rratau i(egiatan pcngelolaan limbah

83. Pengawasan langsung dilakukan dengan tahapan:

l. Tahap Persiapan

a. Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu;

l) Surat penugasan:

2) Tanda pengenal;

3) Dokumen perjalanan (Surat perintah perjalanan Dinas):

4) Formulir be ta acara yang dipcrlukan dalam pelaksanaan pengawasan.

b. Mempelajari Peraturan Dokumen/Referensi yang terkait dengan pengelolaan limbah Bl,
antara lain:

I ) Riwayat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan limbah 83;

2) Izin yang terkait dengan pengelolaan limbah 83;

3) Peratuan/ Litemtur yang terkait dengan obyek pengawasan;

4) Peta situasi/lokasi menurut penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau peta

-- situasi/lokasi menurut Pejabat Pengawas yang pemah melakukan pengawasan di tempat

yang sama atau bersebelahan;

5) Dokumen lain yang terkait dengan status ketaatan kegiatan yang bersangkutan;

6) Menyusun rencana keda yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan.

c. Menyiapkan Perlengkapan, antara lain: kamem, alat sampling, dll.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Pertemuan Pendahuluan

1) Sebelum memulai kegiata.n pemeriksaan terhadap usaha dar/atau kegiatan, pejabat

Pengawas harus melakukan petemuan pendahuluan, untuk menjelaskan maksud dan

tujuan pelaksanaan pengawasan secara detail termasuk obyek-obyek yang akan diawasi;

-. 
2) Apabila penanggungjawab usaha darratau kegiatan menolak dibuat berita acara pcnolakan

pelaksanaan pengelolaan limbah 83 sesuai format berikut:



BERITA ACARA
PENOLAKAN PELAKSANAAN pf,NGAWASA!\i I]ENG1!i_OX,AAN I_IMBAH 83

Padahariini................tanggal ...-...................... bu|an..................... tahur........pukul ......
Di Kabupaten

bawah ini :

Narna
Jabatan
Alamat

Bertindak untuk dan atas nam4

Nama perusahaan :

Alamat perusahaan :

Jenis Industri :

bahwa kami menolak kedatangan Tim Pengawas pengelolaan Limbah B3 dan atau
pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Limbah 83 oleh Tim pengawas Lingkungan Hidup

- 
]dalam rangka Pengawasan Pengelolaan Limbah Bl. )ang terdiri dari :

I

I

I

Nama Pangkar/Col. Jabatan Nlp ppLHI)1r ...... ......... ..1........ ...---... . 1.........,. ..

l'i :: :: t :: I l

I

lPenolzrkan d ilak ukan dengan alasan:1,.
t,

--l ;".;; ;"; ;;"*" 0"""** 0".r.-""*;,;; ;;-"; ;0""*-0.""*r. o* *."* "*.,

Pi hak Pemerintah

Provinsi *
Pi hak Pemerintah

Kab*

Pihak

Perusahaan
Nama:.............

InstarNi:...........

Narna;,..

Instansi:.

Nama

Tni-

Narna:. ..

Insti si:.

Nama:.. ..

Irstansi:..

Nama

Tld.

Cap Perusuhaan

Catalun: ' Tanda tangan disesuaikan dengon proyinsi atau kabupaten yang elakukan pengo\t)asak

vhingBa salah saru kolom dapal dikosongi_
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b. Pemeriksaan Lokasi Usaha dar/atau kegiatan

Berdasarkan relcana kerja yang telah disusun, diia-lukan leEeriksaan yang meliputi:

l) Aspek Kebijakan/manajemen pengelolaan limb; I lil
a. Mengumpulkan semua prosedur dan standar tertulis yang digunakan oleh usaha dan/atau

kegiatan untuk melakukan penataan lingkungan sesuai dengan pcrizinannya.

b. Pemeriksaan kebijaka.n dan prosedur tertulis yang ada di perusahaan;

2) Dokumen legalitas administrasi pengelolaan limbah 83:

a. Mengumpulkan semua izin pengelolaan limbah 83;

b. Memeriksa dokumen izin pada butir a;

c. Meneliti kembali kesesuaiar, antara izin yang dimiliki dengan kegiatan pengclolaan

limbah 83 yang ada apakah terjadi:

(l) Perubahan j enis dan karalileristik limbah;

(2) Perubahao jumlah limbah;

(3) Perubahan teknologi;

(4) Penambahanjenis kegiatan pengelolaan;
- (5) Perubalan lokasi dan fasilitas;

(6) dll.

3) Dokumen pencatatan pengelolaan limbah 83 rutin:

a. Mengumpulkan semua dokumen yang ada seperti:

(l) Log book limbah (sumber, jenis, karakteristik dan jumlah) yang disimpan, diangkut di

intemal perusahaao, diolah, dimanfaatkan dan ditimbun

(2) Manifest untuk limbah yang diargkut keluar perusahaan

b. Catatan-catatan kejadian terjadinya kebocoran, tumpahan, kecelakaan dalam pengelolaan

limbah 83 serta upaya penanganan yang dilakukan

4) Pemeriksaan Lembar Neraca Limbah 83 per tiga bulan yang telah disusun oleh perusahaan

. terutama untuk 4 (empat) periode waktu penaatan terakhir (l tahun).

5) Kondisi Umum Pengelolaan limbah 83:

a. Memeriksa kondisi hou.rekeeping di seluruh lokasi usaha darlatau kegiatan (termasuk di

unit produksi). Contoh: ceceran bahan baku, bahan penolong, dan kondisi saluran

drainase;

b. Memeriksa jika terjadi perubahan wama pada permukaan tanah atau bau kimiawi yang

tajarn yang dapat mengindikasikan adanya tumpahan. Apabila diperlukan lakukan

pcnclitian lcbih lanj ur:

c. Me[catat kondisi peralatan yang tidak berfungsi atau daiam perbaikan, catat jenisnya.

kapan rusaloya, jenis kerusakan, dan kapan akan diperbaiki.

6) Aspek perubahan proses produksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan jcnis, jumlah

dan karakteristik limbah 83:

a. Memedksa kemungkinan adanya perubahan-perubahan kualitas dan kuantitas:



(l) Kapasitas produksi, 5

(2) Jumlah produk iadi;

(3) Penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun;

(4) Pengelolaan limbah IJ3:

(5) LainJain.

b. Memeriksa perizinan jika terjadi perubahan dan modifikasi pada hal-hal tersebut pada

hurufa);

c. Melakukan verifikasi pada setiap perubahan yang ada dan mencatat temuan ke dalam

laporan pengawasan.

c. Pengambilan Sampel:

Dalam pengambilan sampel pada kegiatan pengawasan pengelolaan limbah 83 perlu diperhatika_n

antan lain: mencatat kode sampel, titik pengarnbilan sarnpel, waldu (tanggal dan jam), kondisi

cuaca dan lainnya yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara pengambilan Sampel sesuai

format berikut:



BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL

DALAM RANGKA PELAKSANAAN PFNCA.WASAN PENGELOLAAN

LIMBAH ts.J

Pada hari ini.tanggal

di Kabupaten ........... Provinsi

bulan . ..1ah u D

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Jabatan

Telah melakukan pengambilan sampel di lokasi :

Nama perusahaan

Alamat perusahaan
Ienis Industri
Pengambilancontoh1imbahinid;takuka@en83wlsan
Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan oleh Tim pengawas.

etugas Pengambi I Sampel:

Nama Instansi

NIP

Pangkal/Gol Jabatan

Tanda tangan

Demikian Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat dengan sebenar-bena."ya dan menglngat
sumpah jabatan.

,aksi-Saksi :

NrP/PPLHD 
i

............/ .....................)

......... / ......-.. ]

Pihak Pem printah

Kab *
Pihak

Perusahaan
Nama:

Instansi:

Nama: N ama

Trd:
l rd:

Nama:

Instansi:

Nama

Ttd:

Cdtatan:* Tanda tangan disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten yang melakukan pengawasdn

sehingg,t tuluh t.ttu kolon ddpat dil,/rsongi

PangkatlGol.

Dengan hasil sebagai berikur:

Lokasi Kode Sampel Keterangan

Pihak PemeriDtah

Provinsi *

Cao Perusahaun

ilnstansi:

Trd: .....

jrama: .

llnstansi:



Lampiran Berita Acara Pengambilan Sampel

Lokasi Pengambilan Sampel Limbah PadatlLimbah 83

Mengetahui:

Petuoas I)erusahnn l Petugas pengawas (PPLHD):

7



r)
8

menolak dibuat Berita AcaraApabila penanggung jawab usaha dairatau kegiatan

Penolakan sesuai fomat berikut:

BERITA ACARA

PENOI,AKAN PENCAMBILAN SAMPEL DALAM RA

PENGAWASAN PENGELOLAAN LIM

Pada hari ini................ . Enggal

Kabupatcn ........... Provinsi.............................

kami yang bertanda tangan di bau,ah ini :

bulzur

Nama
Jabatan
Alamat

'Ianda hngan

Berlindak untr* dan atas nama :

Catalon:* Tandc lery4n disesuoikan dengan pro,rinsi ctlcu k.\bupaten yong melokuktn pengewason

sehingga salah sotu kolon Japat dikorongi

RANGKA PELAKSANAAN

,IMBAH B']

Alamat

Pi hak Pemerintah
Provirxi*

Pi hak Pemerintah
Kab*

Pihak
Perusahaan

Namd:.........-..........-... Nama : ..... ......

Tr,lInstansi:.

Tfd: Tr.l

Nama: .. Nama: ...........
Tr,l.

Trd: T1d.

(:an Pe rus a haan

Jenislndustri :................................

Menyatakan menolak lrclaksanaan pengambilan san-rpcl yang dilakukan oleh Tim Pengawm dalam rangka

pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Penolakan dilakukan dengan alasan:

l. .......................

2. ......................

Demikian Berita Acam Penolakan Pengambilan Sampel ini dibuat dengan seb€nar-bcnamya agar dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.



I
2) l'elajari hal-hal yang bcrkaitan dcngan pedoman pcngambilan Sampel (teknis,

mekanisme, peralatan dan lainJain).

d. Pengambilan Gambar/ Foto/ Video

l) Pemohetan (pengambilan gambar baik dengan foto mauprm video) merupakan bagian dari

pengumpular infomasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah 83.

2) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mcnolak dibuat bcdta acara pengambilan

foto/video sesuai format berikut:

BERITA ACARA

Bcrtindak untuk dan atas nama :

Nama Perusaha,tn

Alamat :

Jenis lndustri

Menyatalan menolak pela[.sanaan pcngambilan foto/Vidco olehTim Pengawas Lingkungan llidup
dalam rangta Pengauasan Pengelolaan Limbah Bl.
bi tokasi :

I ................................

2 ...............................t'
Penolakan di lakukan dengan alasan :

lr
2 ...............................t
]Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan foto/vidio ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat

.-,lipergunakan sebagaimana mestinla.

an Pemyataan Penolakan ini dibuat dengan sebenar,bcnarnya agar dapat dipergunakan
mestinya.

Pihak Pemerintah
Provinsi*

ama:._......................
stansi:................

Pihak
Pcrusahaan

Nama:............-...........
Instansi:.....................
Ttd: ..........................
Nama:..............-.-..........
Instansi:.-. -..........-.-.......

ama : .....,..................-.

Catutan:

* Tanda langan disesuaikan dengan pt ovinsi .ttau kabupa[e yang melakukan pengdwasan sehingga salah

satu kolom dqpot dikosongi

rd:

PENGELOLAAN LIMBAH B]

tahun......-...pukul



l0
e. Kompilasi data

Data daur informnsi yang diperoleh dari pelaksan.urn pengawasan selarjutnya dikompilasi secaraj

I) Sistematis (dikelompokkan berdasarkan jenisnya) dan

2) Jelas (dilengkapi dengan catatan berkenaan dengan waktu, tempal_/ sumber inlormasi

diperoleh).

Data dan informasi antara lain berasal dari hasil wawancara, foto/ gambar/vidco, hasil analisa

sampel, checklist pengawasan, berita acara pengawajan sebelumnya, dan dokumen pcngelolaan

limbah 83.

i Pertemuan Penutup

Untuk mencapai pengawasan yang efektif, pejabat pengawas harus menyampaikan temuan

lapangannya dan rokomendasi tindak lanjut kcpada wakil dari usaha dan/atau kcgiatan mclalui

penyusunan dan pembahasan Berita Acara sesuai format berikut:



BERITA ACARA

PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAIt BJ
Pada had ini, ................, ranggal ...................bulan.

Kabupaten.......................Provinsi

Pihak Pemerintah
Kab*

kami yang bertanda tangan di bawal ini :

Nama
lnstansi
NIP. No.
Pangkat/Col.
Jabatan

Beserta anggola

NIP/PPLHD J abalan

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan

Pengelolaan Limbah 83. Catatan temuan-temuan lapangan selama pengawasan dan pemantauan tersebut

disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini dan menjadi bagian yang tidak tcrpisahkan dari Bcrita Acara

ini.

Demikian Berita Acara Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya

dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Nama :........................

Instansi:.... .... .... ....... ..

Pihak
Perusahaan

Nama :.....-....................

'r1d:

Ttd:.................... Ttd:

Nama: Nama:

Instansi:

Cap Perusahaan

Catatan:* Tanda tangan disesuaikan de gdn provinsi atuu kabupaten yang melakukan penfao\,!)asan

rchinyg,t 
'',tluh sutu l<,lom Jopur dihosongi

secara bersama-sama telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap:

Pihak Pemerintah
Provinsi*

tahur ..........puku1



Lampiran Bcdta Acara Pengawasan Pengelolaan Limbah B3

Mengetahui:

)etusas Perusahaan : Petugas pengawas (PPLHD):



l).
t:l

l'cngrwasan tidak langsurrg

Pengawasan tidak langsung dilakukan lerhadap dokumen laporan pengelolaan lingkungan limbah

83 yang berasal dari pihak pelaku usah" .tan/atau kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengawasan tidak langsung dapat diterapkan untuk:

1. Persiapan pengawasan langsuog;

Selain mengikuti prosedur pm porguwurun,Jug0 mempelajari:

a. Lapomn rutin dari perusahaan (laporan I(KL/RPL, laporan rutin perizinan pengelolaan

limbah 83 sepefii neraca limbah 83 dan lain-lain)

b. Laporan dari pihak lain yang dapat dipertanggundawabkan (jika ada)

c. Ilerita Acara pengawasan untuk perusahaan yang pernah dilakukan pcngawasan pada

waktu sebelumnya.

2. Tindak lanjut dari pengawasan langsung

Didalam berita acara pengawasan sebelumnya disebutkan adanya tindak lanjut kegiatan

pengelolaan limbah 83 yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. l,aporan dari tindak lanjut

tersebut yang disampaikan oleh pelaku usaha harus dilakukan evaluasi, dan evaluasi ini

mcrupakan pengawasan tidak langsung yang diterapkan terhadap kondisi kegiatan

pengelolaan limbah 83 yang telah dilakukan

3. Pe[gawasan terhadap dokumen dan laporan rutin dari pelaku usaha.

Pengawasan ini dilakukan tcrhadap kegiatan pengelolaan limbah 83 yang tidak dilakukan

pensawasan lanssunq ke lapangan secara rutin- Penerapan pengawasan tidak langsung pada

butir 3 (tiga) ini, tidak berlaku untuk pelaku usaha yang mempunyai jumlah kegiatan

pengeloiaan limbah B3 lebih dari I (satu) jenis kegiatan (untuk lebih jelasnya lihat tabel

dibawah).

N

o
JENIS KEGIATAN KEGIATAN

LAIN

PENCELOLAAN

SI]LANJU'INYA

PENGAWASAN

l. Pcnyimpanan Tidak ada 100% dibawa kc
pihak kc lll yang
berizin

l,angsung/

tidak langsung

2. Penyimpanan PemanfMtan dan
atau pengolahan
internal

<100% dibawa ke
pihak ke III yang
berizin

Langsung

3. Pengumpulan
limbah 83 oleh
pcngumpul limbah

penyimpanan 100% dibawa
kepihak III
(pcmanfhat,
pengolah atau
pedmbun) yang
berizin

[,angsung

4. Pengumpulan

Iimbai 83 oleh

pemanfaat, pengolah

dadatau penimbun

limbah 83

Penyimpanan dan

atau pengolahan

dan atau

pemanfaatan daa

atau penimbunan

Langsung
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Pengawasan tidak langsung dilaksanakan dengan metodologi:

l. Mengumpulkan semua data-data terkini baik dari laporan rutin, Iaporan perizinan r.[u/atau

laporan lain dari pihak lain yang dapat diperrarlgurU.: " 2bkan.

2. Menganalisa laporan neraca limbah f}3 yang meliputi:

a. Analisisjenis kegiatan pengelolaan limbah 83 yang dilakukan

b. Analisis data-data limbah untuk setiapjenis kegiatan yang meliputi:

l) Jenis limbah yang dikelola

2) Jumlah limbah yang dikelola

3. Analisis rangkaian kegiatan pengelolaan limbah 83 yang dilakukan.

4. Menyusun laporan singkat untuk kegiatan-kegiatan diatas sesuai format.

III. PENGISIAN BUKU PENAATAN

1. Setiap perusahaan wajib memiliki I (satu) buku penaatan pengelolaan Iimbah 83

2. Dalam rangkaian pengawasan pengelolaan limbah 83 diakhiri dengan pengisian buku penaatan

dengan maksud untuk menjaga kesinambungan dengan hasil dan tindak lanjut kegiatan

pengawasan sebelumnya.

3. Kegiatan pengawasan pengelolaan limbah 83 berikutnya harus memperhatikan isi/substansi hasil

tindak lanjut kegiatan pengawasan sebelumnya yang tercantum dalam buku penaatan dan melihat

berita acara pengawasan sebelumnya.

4. Bedta Acara hasil pengawasan barus selalu didokumentasikan scbagai kelengkapan buku

penaatan.

5. Format Buku Penaatan sebagai berikut :



FORTVIAT BUKU PENAAT N

anggal Inspeksi

Inspcksi

ebelumnya

anggal lnspeksi

lnspeksi

byek Baru

engauasan

(perkembangan terakhir

sebelumnya).Mohon diisi

kondisi saat ini

l.

2.

1.

2.

Pemda Provinsi/Kabupaten

Pemda Provinsi/Kabupaten

KLH Pemda Provinsi/Kabupaten

KLH Pemda Provinsi/Kabupaten

dari pelaksanaan obyek pengawasan

singkat dan .jelas berdasarkan pengamatan

(temuan obyek pengawasan baxu ).

akan diawasi pelaksanaan progessnya

Mohon diisi singkat dan jelas

Jika ada, obyek baru ini

pada pengawasan seianjurnya)

Tanda tangan petugas PPLHD

iran yang harus disertakan:

1. Berita Acara Pengawasar terakhir

2. Berita Acara Pengawasan sebelumnya

3. Dokumen lainnya yang mendukung
)(



IV. PELAPORAN
t6

l. Setelah melakukan pcngawasan terhadap sctiap usaha dan atau kegiatan, pcjabat pengawas wajib
segeE membuat dan menyampaikao laporan pengawasan kepada pejabat pemberi tugas.

2. Laporan pengawasan pengelolaan limbah 83 memuat informasi/ data yang dikumpulkan dari
hasil petgawasan yang dilakuksr eosuui lirrm{t hg}llutt

Format Laporan Pengawasan pengelolaan l,imbah 83

a. lnformasi Umum

Merupakan data informasi umum perusahaan yang meliputi :

1) Nama perusahaan

2) Jenis Industri

3) Alamat

4) Website perusahaan

5) Status Permodalan

6) Tanggal pengawasan

7) Contact Persoh perusaha t

8) Petugas pengawas

b. Pendahuluan

Uraikan dengan singkat mengenai hal_hal sebagai berikut:

1) Alur proses produksi;

2) Kapasitas produksi terpasang dan nyata;

3) Produk utama;

4) Produk Samping;

5) Bahan baku & bahan penolong yang dipergunakan dalam proses produksi;
6) Sumber-sumber limbah;

7) kondisihousekeeping;

c. Pcngelolaan Limbah 83

Uraikalr dengan singkat, antara lain :

1) sumber limbah 83;

2) jenis-jenis limbah B3;

3) karakteristik limbah 83;

4) cantumkan kode limbah 83 sesuai dengan peraturan yang berlaku

5) jurnlah limbah yang dihasilkan dan dikelola (termasuk neraca limbah 83)
6) izin pengelolaan limbah 83 yang dimitiki;
7) izin pengelolaan limbah 83 yang belum dimiliki atau izin dalam proses;
8) status kemajuan pengelolaan limbah Bj berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya (jika

perusahaan teisebut pemah dilakukan pengawasan sebelumnya)

9) rencana pengelolaan limbah 83 selanjutnya.



t'1
Tabel

Status pengelolaan limbah 83 selama ! Tahun

Jenis

Limbah

B3

Jumlah

Yang

Dikelola

sendiri

Jumlah

Yang

Dikelola

Pihak

Jumlah yang

disimpan

Di TPS

d. Rencana Tindak
Uraikan dengan singkat hal-hal sebagai berikut:

I ) rencana perbaikan pengelolaan lingkungan hasil temuan pengawasan serta waktu perbaikan

yarg disepakati

2) laporan kemajuan perbaikan yang telah dilakukan

Kesimpulan

Tingkat penaatan pengelolaan Iingkungan secara umum.

3. Pelaporan hasil pcngawasan disampaikan secara resmi sesuai tabel berikut:

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYAN'|I SUTRISNO

Salin.n sesuai detrgan aslinya
a.n.SEKRETARIS DAIRAH
Asiste[ Adminishasi Umun

Jun ah

Yang

dihasilkan

-ltLrrlriah

lual TPS

NO PELAKSANA

PENGAWASAN

TEMBUSAN

LAPORAN

KETERANGAN

1 KABUPATEN 1.

2.
KLH
PROVINSI

Tembusan laporan disampaiian jika dalarn
pelaksanaan pengawasan tidak melibatkan irntarsi
tersebut pada kolom 32 PROVINSI L

a
KIH
KABUPATEN

KLH 1.

2.
PROVINSI
KABUPATEN

u.b.

Tingkat t
70371 199003 1008



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 38 TAHUN 2011
TANGGAL : 16- 1.2-2011

TATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN

AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

I. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Untuk mengetahui tingkat penaatan suatu usaha dan/atau kegiatan tcrhadap pelaksanaan pcmulihan

akibat pencemaran limbah 83, maka perlu dilakukan kegiatan pcngawasan.

Pengawasan yang diatur dalam peraturan ini merupakan pengawasan kegiatan pemuiihan akibal

pencemaran limbah 83 mencakup antara lain pengumpulan data untuk mengetahui luas dampak,

jenis dan karaktcristik limbah, jumlah, konsentrasi limbah yang ada sebagai dasar untuk mclakukan

pembersihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah 83.

b) Tujuan

Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah 83 beflujuan untuk memberikan kepastian

dilaksanakannya rangkaian kcgiatan pcmbcrsihan dan pemulihan akibat pencemaran limbah 83

sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan limbah B3.

c) Sasaran

'ferpulihkannya media lingkungan yang sudah tercemar sesuai dengan peruntukannya kembali.

II. ]ATA LAKSANA PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULIHAN

Sebelum dilaksanakan kegiatan pemulihan, penanggung jawab usaha^egiatan wajib membuat rencana

pemulihan yang mendapat persetujuan dari Kementerian Negara Lingkungan llidup bcrdasarkan

masukan dari Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Rencana pelaksanaan pemulihan mencantumkan tencana nci rangkaiat kegiatan pemulihan yang

meliputi kegiatan antara lain:

a. penanggulangan,

b. pembersihan,

c. pengumpularl

d. penyimpanan,

e. pengangkutan,

f. pengolahan dan

g. pemanfaatan.



2.1 Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3

Tujuan pengawasan pemulihan akibat pcnccmaran limbah 83 adalah untuk memastikan balrrva

pelaksanaan pemulihan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.

l. Persiapan

1) Menyiapkan kelengkapan administrasi, yaitu:

i. Surat penugasan;

ii. I'anda pengenal;

iii. Dokumen perjalanan (Surat Perintah Pcrialanan Dinas);

iv. Formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan.

2) Mcmpclajari sccara dctail dokumcn rcncana pcnrulihan yang tclah disctujui

3) Menyiapkan Perlengkapan, ,mtara lain: kamera, GPS, alat sampling, alal tulis. scrta

kelengkapan Iain yang dibutuhkan.

2. Pelaksanaanpengawasan

1) Pertemuan Pendahuluan

Sebelum memulai kegiatan pengawasan, Tim Pengawas harus melakukan pertemuan

pendahuluan dengan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, untuk mengetahui status

pelaksanaan dari rencana pemulihan yang telah disetujui dan kemajuar yang telah dicapai;

2) Pelaksanaan pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah 83

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Pengawas di lokasi mcdia

lingkungan tercemar meliputi:

. Persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh penanggungjawab usaha./kcgiatan

. Kesesuaian dengan waktu penanganan

r Kesesuaian dengan teknologi yang digunakan

r Kesesuaian dengan volume dan luas media tercemar yaIrg harus dipulihJ<an

3) Pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah 83 meliputi hal-hal sebagai

be kut:

(1) Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi

a. Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi lahan tetkontaminasi

b. Mclihat dan memastikan Luas, Volume tana.h terkontaminasi dan peta lokasi

(2) Pengawasan Pembersihan L"ahan Terkontaminasi

a. Mcmcriksa pcmbagian lokasi pcmbersihan atau scl pcnanganan lahan terkontaminasi

b.Memedksa dan menyaksikan pengambilan contoh uii untuk penentuan tingkat

keberhasilan (titik relerensi, baku mutu, R l llasc Sc.racning Level (RBSL,))

c. Meyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel pada tahap perbersihan sesuai dengan

dokumen persetuiuan KLI I

(3) Pengawasan Penyimpanan dan Pengelolaan 'Ianah ferkontaminasi

a. Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi dan limbah 83 di TPS

b. Meme ksa Dokumcn Manifes Limbah 83
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(4) I'engawasan llcnanganan pcmbcrsihan Lahan tcrkontaminasi secara :

a. Memeriksa pelaksanaan secara Eksitu

b. Memeriksa pelaksanaan secara In-situ

(5) Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca Pembersihan antara lain :

a. Memeriksa titik pcngambilan conloh uji sesuai dcngan dokumen perencanaan

b. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji kualitas air pada

sumur pantau darvatau sumur pcnduduk (jika dipermukiman)

c. Meminta hasil pemeriksaan dan penyaksian pengambilan Contoh uji tanah pada lahan

terkontaminasi

4) Jika dipcrlukan pengimbilan sampcl dapat dilakukan olch lim pcngawas dengan mcncatal

kode sampcl. titik pcngambilan sampol. waktu (tangSal dan jam), kondisi cuaca dan lainnya

yang selanjutnya dimasukkan dalam Berita Acara Pcngambilan Sampel sesuai format

berikut:



Pada hari ini,.............,
............ Prov ins i......... -.

Nama

Telah melakukan pengambilan sampel :

Lokasi

PDNGAWASAN P IT I,,{ (SAN I\,.\ N PbMT]t,IHAN

AKIBAT PI]NCEMAI'{N LIMtsAI I 83

tanggal-........... bu1an............ lahun di Kabupaten

kami yang bc.tirnda tilngan cli bawah ini:

Pangkat/Gol. Jabatan NII)/PPI,III)

dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penlulih

yang dilakukan oleh lim Pengauas.

Alamat
Koordinat

Pengam bilan contoh limbah ini

akibat pencemaran Limbah B3

ctugas Pengambil Sampcl :

I 
Nurnu tn.tun.i :

] 
NrP :

I Pangkat/Gol Jabaian

| ,unou ,un ru n :

I Deneun hurilsebasai berikul :

I

1 1",.1,",.,., 1

ll I I Samp.l nnalisa latanrcn Srmp.l I lll
herit lrn Berita Acara Pengambilan Sampel dibuat alengan sebenar-benarnya dan mengingat

sumpah jabatan.

Saksi-Saksi :

I'ihak

Perusahaan
Nama: ......................

Instansi: ....................

Nama:

Instansi:

Nama

Ttd:
't td: l1d:

Cap P erus a haa n

Calatdtl:

* Tuncla tangan disclrdikan.lcngan prolin:ti atuu kabupLte /Kota yung melakukan pent!.t\ldson -\,)hin{gu

*luh salu kolom dapal dikosongi-

No. Lokasi Kode

Sampel

Parameter

Analisa Lapangan

Jenis

Sampcl
waktu Kete.angan

P ihak Pemeri ntah

Provinsi *

Pihak P e me rintah

Kab*



--Lampiran Berila Acara Pcngambilan Snmpcl

Lokttsi I'engambilan Sampel Kuelilas air/ tanah tercemar/l.imbah 83

Mengetahui:

Petugas Perusahaan : Petugas pengawas (PPLHD) :



I}LIII'I'A ACAI{A
PENOLAKAN PLNGAMBILAN SAMPEL DALAM RANGKA. PENGAWASAN PEI,AKSANAAN

PI.:MUL]IIAN AKIBAT PENCF]MAttAN I-IMBAH B3

puk ul ....................., di Kabupalcn

Apabila pihak pcrusahaan menolak untuk pengambilan sampcl,

Penolakan Pengambilan Sampel sesuai format berikut:

.Provinsi...-...-... ......-k.lIni yang bedanda tangirn di bawai ini :

Nanra

Jabatan

Alamat
Tanda tangan

Berti ak untuk dan atas nama :

6

maka pcnga\ aq mcmbual Berilir A(ara

Nanr 1cru.,r\,ran:

Aliunat

lenis lndustri

Menyatakan menolak pela.ksanaan pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim Pengawas dalarn r,ngka

pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3.

Penolakan dilakukan dengan alasan:

a) ......................
b) .... . ... ... ...........

c) . . .. . . . . .. ... . . . ... . . .

Demikian Berita Acara Penolakan Pengambilan Sarnpel ini dibuat dengan sebenar-benamya agar dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

P ihak Pemerintah
Kab+

Pihak
Perusahaan

Nama: Nanra : ...............

Instansi: -ttd:

'trd:

Cap Perusahaan

Cdtatan:

* Tanda langatl disesuaikan dengan provinsi atau kabupaten yang melakukan pe gavrusan .^ehingga

salah satu kolom dapdt dikosongi.

Pihak Pemerintah
Provimi*
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3. Pengambilarn Gambar/Foto/Vidco

l) Pemotretan (pcngambilan gambar baik dengan lolo maupun video) merupakan bagian

dari pengumpulan informasi/data dalam pelaksanaan pengawasan pcmulihan limbah Bl.

2) Apabila pcnanggungjawab usaha darratau kegiatan menolak dibuat berita acara

pengarnbilar fbto/video sesuai format berikut:

t]ERITA ACARA
AMI]ILAN IOTO/VIDEO DAI,AM RANGKA PI'NGAWASAN PELAKSA.NAAN

PEMTJLIHAN AKII]A'I PI'NC]UMARAN LIMI]AI I I]3

Pada hari ini, ................, tanggal .......................... bulan..................... tahun..........pukul
........., di Kabupaten/Kota.......................Provinsi .......................kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Perusahaan :

Alamat

Jenis Industri

I

A

Me[yatakan meno lak pelaksanaan pengambilan foto/Video oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup
dalam mngka pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pcnccnlaran Limbah B3.

Di lokasi :

1..................................
2.................................
Penolakan dilakukan dengan alasan :

1.................................
2... ... . . . ... ... ... .. .. .. . .... ....
Demikian pemyataan penolakan pengambilan foto/Video ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinuya.

P P ihak P emerintah
Kab+

Pihak
Perusahaan

Nam

Instans nstansi: -....-.-. -.......-..
td: ..........................T1d:

* Tdndd ldngdn disesuaikan dengan protinsi atdu kahrpdten
salah satu kolom dapat dikosongi-

Oap Perusahoan

yang melakul,,on penga*asan sehingga

Bcrtindak untuk dan atas nama :

fiu.u, ............ ..

[rta, 
....................



Pelaksanaan pengawasan mengacu pada checklist sesuai dcngan lor-iaL dibawah.

4. Pertcmuan Penutup

Pejabat pengawas yang melakukan pengawasan harus menyampaikan temuan lapangannya

dan rekomendasi tindak lanjut terkait dengan kesesuaian dcngan rencana pemulihan yang

telah disetujui. Temuan ini dituangkan dalam Berita Acara sgsuai lr'omat be kut:

8

I



BERITA ACAIT,{

PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMULITIAN AKIBAT

PENCEMARAN LIMBAH 83

Pada hari ini, tanggal ....-.-..............-bulan........-.........tahun pukul...

Kabupaten................. .._.._..... provinsi ........

kami )ang bertanda langan di bauah ini :

Nama
Instansi

NlP. /No. PPLHD
PangkatTGol.

Jabatan

Beserta anggota

Pengawasan dan pemantauan tersebut dilakukan

pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah

tersebut disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini

bcrkaitan dengan pelaksanmn kegiatan pcngawasan

83. Catatan temuan-temuan lapangan pemantauan

dan menjadi bagian yang tidak tcrpisahkan dzri Bcri

Demikian Berita Acara pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat penccmaran limbah 83

dengan sebenar-benamya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

P ihak Pemerintah P ihak Pemerintah
Provinsi*

Pihak

Perusahaan

Nama:.-......-...-......................
lnstansi: ..............................
Ttd: ........................

Cap Perusahaan

* Tunda tongun disesuaikan dengan provinsi alau kabupaten yung melukukan penguwasun sehinggu salch

sdlu kol\n dapet dikosoryli.

secara bcrsama-sama tclah melakukan penga\.\,asan dan pcmantauan terhadap:
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Lampiran Bcrita Acara Pengawasan Pelaksanmn Pcmulihan Akibat Pencemaran Limbah 83

Mengetahui:

Petugas Perusahaan : Petugas penga\\'as (PPLtlD) :



I

5. Laporan Hasil Pengawasan

Hasil pengawasan sebagai dasar penetapaur mcdia lingkungan tcrcemar yang dituangkan dalam

Bedta Acara dan fusalah Rapat.

Isi laporan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencem.fan limbah 83 antara lain sebagai

berikut :

1) Menjabarkantemuan-temuanselamapengawasan berlangsung

2) Menjabarkan hal-hal yang telah dilakukan olch penanggungiawab usaha/kcgiatan

3) Menjabarkan hal-hal yang mcnyimpang yang dilakukan oleh pcnanggungjawab usahit/kcgiatan

berdasarkan perencanaan pemulihan yang telah disetujuj oleh Mentcri

4) Saran dan Tindak Lanjut

Menyebutkan langkahJangkah yang harus dilakukan olch penanggungjawab usaha/kegiatan

sehingga target yang ditentukan dapat tercapai.
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Checklisl Pengawasan Pemulihan Lahan Akibat Pencemaran

Pelaksanaan RPP (Rencana Pelaksanaan Pemr-rlihan)

Nama Penanggung Jawab Kegiatan :

Lokasi Kegiatan

langgal

Anggota'fim

Limbah 83 dilaksanakan Sesuai Dengan

Gambaran ljmum Pelaku

a. Nama Pelaku

b. Jenis Kegiat,ur

c. Jenis Limbah

d- Jcnis Media ferkontaminasi

e. Peta Lokasi

l. Titik Koordinat

Kronologis Kejadian

Pengawasan Lokasi Lahan Terkontaminasi

a) Memeriksa Tindakan penanggulangan Lokasi

lahan terkontaminasi

b) Melihat dan mamastikan Luas, volume tanah

terkontaminasi dan peta lokasi

Pengawasan Pembersihan Lahan Terkontaminasi

a) Memeriksa pembagian lokasi pembersihan atau

sel fenanganan lahan lerlonlaminasi

b) Meme ksa da:r menyaksikan pengambilan

contoh uji untuk penentuan tingkat keberhasilan

c) Meyaksikan pengambilan Contoh Uji setiap sel

pada tahap perbersihan sesuai dengan dokumen

persetujuan KLH

Pengawasan Penyimpanan dan Pcngclolaar 'l anah

Terkontaminasi

a) Memeriksa penyimpanan Tanah terkontaminasi



L]

No 'l'ahapan KegiataD Ada
'I'itl.tk

A,da
Ketemngan

dan limbah 83 di TPS

b) Memeriksa Dokumen Manifcs Limbah B3

6 Pengawasan Penanganar pembersihan Lahan

terkontafiinasi secara :

a) Meneriksa pelaksanaan secara Eksitu

b) Memeriksa pelaksanaan secara ln-situ

7 Pengawasan Pengambilan Contoh Uji Pasca

Pembersihan antara lain:

a) Memeriksa titik pengambilan contoh uji sesuai

dengan dokumen perencanaan

b) Meminta hasil peme ksaan dan penyaksian

pengambilan Codoh uji kualitas air pada surnur

pantau dar atau sumw penduduk (iika

dipermukiman)
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Checklist Pengowasan Pemulihan Media Perairan Akibat Pencemaran Li bah 83 Dildhtanakan

Sesuai Dengan Pelaksanaah RPP (Rencah.t Pelaksanaan Pemulihan)

Perairan Terbuka (Sungai) :

DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat Perusahaan:

J. Jcnis Industri :

TIM PENGAWAS 1. ....................

2. ....................

3. ....................

/ NIP,4.lo.PPLHD

/ NIPNo.PPLHD

/ NtP/No.PPLHD

PUNETAPAN MEDIA TERCEMAR

RENCANA PELAKSANAAN PEMULIHAN

A, TINDAKAN PENANGGULANGAN

Apakah ada upaya mencegah atau mengurangi

aliran limbah 83 dari sumber?

Jika tidak ada sumber daya perairan atau pantai

terancam atau kemungkinan telancam, Apakah

pemantauan gerakan dan pola sebaran Iimbah 83

dilanjutkan ?

Jika sumber daya pesisir dan perairan terancam,

apakah operasi rindakan penangguhngan perairan

dan/atau u!tuk melindungi ekosistem pesisir dan

perairan yang sensitifmenggunakan oil boom?

Jika, karena kondisi cuaca. tindakan untuk

penanggulangan perairan dan perlindungan kawasan

pantai tidak layak dan ekosistcm pcsisir dan

perairan telah teryapar oleh limbah 83, maka

apakah tindakan pembersihan meniadi prioritas ?

Apakah telah mulai menggcrakkan personil,

peralatan dan bahan yang dipertukan ?

Tidak

B. PELAKSANAAN PENANGGULANGAN

Apakah sudah tcrbentuk Tim Penanggulangan

Keterangan



Pencemaral limbah

perairan?

83 pada media lingkungan

KctcrangenYa lTidak

Apakah sudah tersusun struktltr organisasi satuan

tugas penanggulangan pencemaran limbah 83 yang

terdiri da pengendali satgas, komandan satgas dan

wakil komandan satgas?

Apakah dalam pelaksanaan tugasnya komandan

satgas dibantu oleh Tim Pcrmbersihan, 'l'im

Pengumpulan, Tim penyimpanan dan Tim evaluasi?

Perairan l erbuka (Sungai)

Apakah telal dilakukan pemasangan sarana

pelokalisir (b.)o/r)'l

C. TEKNIK-TEKNIK PEMBERSIHAN MED]A LINGKLNGAN

PDRAIRAN YANG TERCEMAR LIMBAH 83

Apakah menggunakan mesin penyedot (Jfirxmel)?

Apakah dilakukan penyemprotan dispetsant (.sesu.,i

dengan rekomenda.si penggunaan) ?

Apakah melakukan pembakaran ditempat (setelah

mempertimbangkan kondisi cuaca dan lingkungan

sekitar)?

Apakah dilakukan pembersihan alami (setelah

mempertimbangkan tingkat efisicnsi dan efbktifilas)?

Apakah mempergunakan material yang dapat

tenggelam ?

PELAKSANAAN PEMULIH,\N

Tatacara Pengumpulan Limbah 83 pada Media

Lingkungan Perairan yang Tercemar

Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah

B3?

Apakah sudah mengenakan pakaial keselamatan

kerja?

Apakah sarana pengumpulan sementa€ dalam

kcgiatan di pcrairan dalam bcntuk t4nki atau wadah

terapung atau tongkang?

Apakah sarana pengumpulan sementara dalam

kegiatan di pesisir/daratan bentuk tanki atau lubang

pengumpulan sementara limbah 83 berlapis

plastik/HDPE ?



Apakah sarana

lokasi/kawasan

Apakah wadah pengurnpulan dipastiian -;aei : .r r
dan mudah untuk dipindahtempatkan ?

Apakah sudah dilakukan pengumpulan limbah 83 dan

media lingkungan yang terccmar limbah Il3 dengan

tidak melebihi daya tampung wadah ?

Apakah sudah dimasukkan hasil pengumpulan

tcrsebut kedalam wadah pengumpul yang lebih bosar

sebelum dikirim ke tempat pcnyimpanan scmentara ?

Apakah sudah mengisi lormulir pendataan Iimbah?

Tatacara Penyimpanan Limbah B3 pada Media

Lingkungan Perairan yang -l-ercemar

Apakah sudah memperhatikan karakteristik limbah

B3?

Apakah kemasan sudah sesuai dengan karakte stik

limbah 83 ?

Apakah pola penyimpanan dibuat dengan sistem blok,

sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh

teihadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan dan

apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani ?

Apakah lebar gang antar blok harus sudal diatur

sedemikian rupa, schingga dapat digunakan untuk

lalulintas manusia dan kendaraan pengangkut

(forklift)?

Apakah penumpukan kemasan sudah

mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan?.

Jika berupa drum (isi 200 liter), maka tumpukan

maksimum 3 (tiga) lapis dengan tiap lapis dialasi

dengan palet dan bila tumpukan lebih dari 3 (tiga)

lapis atau kemasan terbuat dari plastik, maka harus

dipergunakan rak.

Apakah lokasi penyimpanan sudah dilengkapi dengan

tanggul disekelilingnya dan saluran pembuangan

menuju bak penampungan yang kedap air?

Apakah bak penampungan dibuat mampu untuk

menampung 110% dari kapasitas volume kemasan

yang ada didalam ruang penyimpanan, serta kemasan

harus diatur sedemikian sehingga bila terguling tidak



akan menimpa kemasan lain ?

Adakah tempat bongkar muat kemasan yang mcmadai

dcngan lantai yang kedap air ?

Apakah lantai sudah kedap terhadap cairan, tidak

bergelombang, kur,t dan tidak retak?

Apakah konstruksi lantai dibuat melandai tumn

kearah bak penampungan dengan kemiringan

maksimum lo% ?

Apakah bangunan sudah dibuat khusus untuk fasilitas

penyimpanan ?

Apakah rancang bangun dibuat beratap yang dapat

mencegah terjadinya tampias air hujan ke dalam

tempat penyimpanan?

Apakah bangunan dibe dinding atau tanpa dinding,

dan apabila bangunan diberi dinding, bahan bangunan

dinding dibuat dari bahan yang mudah didobrak?

Apakah memiliki fasilitas untuk penanggulangan

terjadinya kebakaran, dan peralatan komunikasi?

Apakah lokasi tempat penyimpanan bebas banjir?

KRITERIA KEBERHASILAN PELAKSANAAN

PEMULIIIAN

Apakah pemantauan di (3) tiga lapisan setiap titik

sampel : (a) permukaan, (b) tengah, (c) dasar pada

kawasan tercemax dilakukan secara rutin setiap 6

(enam) bulan sekali terhadap parameter logam berat

dan kandungan limbah 83 dalam air (khusus untuk

limbah 83) ?

Apakah hasil analisa laboratorium perairan mengacu

kepada hasil analisa pembanding dan atau Keputusan

Mcntcri Negara Lingkungan Ilidup No. 5l tahun 2004

tcntang Baku Mutu Air Perairan (scsuai dcngan

peruntukannya: (a) Biota Perajran, (b) Kawasan

Pariwisata, (c) Kolam Pelabuhan ?

keterangan

SURA.T STATUS PENYELESAIAN MEDIA TERCENIAII



lrJ

Apakah sudah memenuhi syarat untuk pcncrbilan

Surat Status I'cnyclcsa;an Mcd;a'l'ercel:la: (SSIrl,a f)

VI II I,AMPIITAN

1 Neraca Limbah 83

2. Kronologis keladian

l. Kronoloeis Penan ggulangan

4. Peta Lokasi Kejadian

5. I r-to-loto Jan Lclcrantsan

6. dll. yang diperlukan

Petugas,

I....................................ttd.

2....................................trd

3....................................ttd

4.... ... . ... . ... . ... .... . ... .... .... .trd

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dergar aslinya
a,n,SEKRETATUS DAERAH
Asislen Adminisrrasi Umum

u.b.


